GUBERNUR ACEH TOLAK LAKSANAKAN PUTUSAN MA, MENDAGRI HARUS BERI TEGURAN

Senin, 25 Januari 2021 - Siti Fauziah Husen

Aceh - Sikap Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang enggan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung terkait Majelis
Adat Aceh (MAA) disorot Ombudsman Aceh.

Menurut Kepala Ombudsman Aceh, Tagwaddin, tindakan Gubernur Aceh dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan.
Karena itu, Tagwaddin meminta Menteri Dalam Negeri menyikapi sikap Nova Iriansyah dengan memberikan teguran.

"Saya prihatin terhadap hal ini. Menurut saya Menteri Dalam Negeri perlu menaruh perhatian dan memberi solusi
terhadap masalah ini," kata Taqwaddin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin (25/1).

MA telah menolak gugatan kasasi Gubernur Aceh terkait SK pengangkatan Pengurus Lembaga Majelis Adat Aceh.
Penolakan kasasi oleh MA itu menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dalam gugatan
antara Ketua MAA, Badruzzaman Ismail, dengan Gubernur Aceh.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur Aceh nomor
821.29/298/2019 tentang pengangkatan Plt Ketua Pengurus MAA dan surat Gubernur perihal penetapan pengukuhan
dewan pengurus dan pemangku adat pada MAA tahun 2019-2023 tidak sah.

Selain itu, hakim mewajibkan Gubernur Aceh selaku tergugat diminta mencabut SK dan surat Gubernur tersebut, dan
mewajibkan kepada tergugat melanjutkan proses usul penetapan Dewan pengurus MAA berdasarkan hasil Musyawarah
Besar (Mubes).

Kalah di tingkat pertama, Gubernur Aceh melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTTUN) Medan. Hasilnya, PTTUN Medan menguatkan putusan PTUN Banda Aceh.

Namun, hingga kini Gubernur Aceh belum juga menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap Badurzzaman.

Keengganan Gubernur Aceh ini dinilai Tagwaddin bakal merendahkan wibawa lembaga Mahkamah Agung. Kondisi ini,
akan berimbas pada keharmonisan hubungan antara Mahkamah Agung Rl dengan Pemerintah RI, atau antara pihak
eksekutif dengan judikatif.

Jika Pemerintah Aceh tidak mematuhi putusan tersebut, akan muncul implikasi yang lebih luas. Lagipula, kata
Taqgwaddin, Nova bersumpah untuk mematuhi hukum saat dilantik sebagai Gubernur Aceh.
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